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Abstrak 1
Penelitian ini bertujuan untwk mengkaji perlindungan hukum bagi debitur dalam eksekusi objek jaminan fidusia
secbelum dan setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor [8/PUU-XVIL2019. Penelitian ini
menyoroti peran Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dalam memperbaiki mekanisme eksekusi jaminan fidusia,
terutama terkait hak debitur dalam proses eksekusi. Fokus utama penclitian ini adalsh bagaimana pelaksanaan
cksekusi objek fidusia berlangsung dan sejauh mana perubahan regulasi yang diperkenalkan mampu memberikan
ini didasarkan pada ketimpangan

keadilan bagi debitur yang seringkali berada di posisi lemah. Perlunya anal
perlindungan hukum yang kerap kali dirasakan oleh debitur akibat praktik eksekuosi sepihak oleh kreditr, termasuk
penggunaan debt collector. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menganalisis peraturan
perundang-undangan yang berlaku, serta ditunjang oleh studi kasus dan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVIL2019 telah
memberikan ketentuan yang jelas dalam mengatur proses eksekusi fidusia, implementasinya di lapangan masih belum
optimal. Beberapa lembaga pembiayaan tetap melakukan eksekusi tanpa mengikuti mekanisme hukum yang tepat,
seperti melalui putusan pengadilan atan kesepakatan bersama dengan debitur. Hal ini menunjukkan bahwa
indungan hukum bagi debitur belum sepenuhnya terlaksana secara adil dan merata.
Kata kunei: Perlindungan Hukum; Wanprestasi; Eksekusi; Jaminan Fidusia

Abstract

This study aims to examine legal protection for debtors in the execution of fiduciary collateral before and after the
ivsuance of Constitutional Court Decision Number I8/PULU-XVIL2019. It highlights the role of this Constitutional
Cowrt ruling in improving the fiduciary gnarantee execution mechanism, particularly regarding the rights of debtors
in the execution process. The main focus of this research is how the fiduciary coll ateral execution is carried out and
the extent to which the regulatory changes introduced can provide justice for debtors, who are often in a weaker
position. The need for this analysis arises from the legal protection imbalance (J_f'na'.lperierwed by debtors due to

ilateral execution practices by creditors, including the use of debt collectors. This research uses a normative
Juridical method by analyzing applicable !aamm‘ regulations, supported by case studies and primary, secondary,
and tertiary legal materials. The findings show that although Constitutional Court Decision Number 18/PUL-
XVIIR2019 has provided clear provisions in regulating the fiduciary execution process, its implementation in the field
remains suboptimal. Several financial instimtions continue to execute without following the proper legal mechanisms,
such as through court rulings or mumal agreements with debtors. This indicates that legal protection for debtors has
not yet been fully and fairly realized.
Keywords: Legal Protection; Default; Execution: Fiduciary Guarantee




1. PENDAHULUAN

Pembangunan nasional adalah suatu usaha pembangunan yang berkelanjutan dan
berkesinambungan, demi mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur sesuai amanat
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Mengingat perkembangan perekonomian negara yang
selalu cepat, bersaing dan terintegrasi, dengan tantangan yang semakin kompleks dan sistem
keuangan yang semakin canggih, maka perlu dilakukan penyesuaian kebijakan di bidang
perekonomian. Hal ini berdampak pada perbankan dan lembaga pembiayaan selaku sektor
pembiayaan yang memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan pendanaan konsumen yang dikenal
dengan kredit.

Fasilitas pemberian kredit dari bank ataupun lembaga pembiayaan memiliki banyak faktor
yang membuat banyak diminati dan digunakan. Kredit dari bank ataupun lenma pembiayaan
dapat menyediakan dana dengan akses yang mudah dan cepat. Berdasarkan Pasal 1 angka 11
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, menjelaskan bahwa kredit merupkan
penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara
bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka
waktu tertentu dengan pemtnan bunga. Dalam pemberian fasilitas kredit, penting untuk
berlandasakan pada perjanjian kredit, yang nantinya diikuti oleh perjanjian jaminan di dalamnya.
Dengan adanya jaminan akan memberikan perlindungan serta kepastian untuk pelunasan hutang
debitur dan meminimalisir risiko kerugian.!

Landasan bagi bank dan lembaga pembiayaan terdapat pada Undang-Undang Nomor 42
Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Jaminan fidusia merupakan turunan dari suatu perjanjian
pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi.
Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris. Tidak hanya dituangkan
pada akta notaris, tetapi juga harus terdaftar di Kantor Pendaftaran Fidusia yang selanjutnya akan
diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia sebagai bukti telah terbentuknya jaminan fidusia.
Terdaftarnya jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia merupakan wujud nyata asas
publisitas dan memberikan jaminan kepastian hukum bagi kreditur maupun debitur.? Lembaga
keuangan dalam menjalankan perannya, tetap ingin agar hak-haknya terlindungi karena risiko
yang dihadapinya cukup besar. Umumnya, perjanjian pembiayaan atau perjanjian kredit digunakan
untuk membeli suatu barang, yang tetap berada dalam penguasaan debitur. Sehingga, untuk
mengurangi risiko, lembaga keuangan memilih barang tersebut dibebankan jaminan fidusia®
Perjanjian sebagai instrumen bagi pihak yang memiliki kepentingan untuk mengikatkan diri satu
sama lain, tentu saja memiliki risiko. Ketika hal yang diperjanjikan tidak terlaksana atau tidak
sesuai dengan perjanjian, maka ada hak dari salah satu pihak yang tidak terpenuhi. Apabila ada
ketidakseimbangan pelaksanaan hak dan kewajiban oleh salah satu pihak, maka hal tersebut
dikatakan wanprestasi.!

1 gnnes Ibrahim Kosasih, Akses Perkreditan Dan Ragam Fasilitas Kredit Dalam Perjanjian Kredit Bank (Sinar
Grafika (B ﬁum‘u}, 2021).

2 Budi Junaedi, Merry Tjoanda, Teng Berlianty, ‘Perlindungan 1.|.m Pada Debitur Atas Penarikan Objek Jaminan
Fidusia Melalui Parate Eksekusi’, Pattimura Legal Journal, 12 (2022), pp. 124-32, doihttps://doi.org/10 47268/ pelav] i2 6433,

3 Agus Subandrivo., Aspek Hukum Lembaga Jaminan Fidusia Terhadap Lembaga Keuangan, {Tanpa Penerbit dan
Tahun), Him 1

4 Dwi Aryanti Ramadhani, *Wanprestasi Dan Akibat Hukumnya', Jurnal Yuridis, 15.17 (2012), pp. 135-40.




Jika dalam suatu perjanjian terjadi cidera janji atau wanprestasi, penyelesaiannya dapat
diselesaikan melalui jalur litigasi dan non-litigasi. Dalam konteks Jaminan Fidusia, langkah yang
diambil oleh lembaga pembiayaan adalah d@an melakukan eksekusi terhadap objek jaminan.
Secara teori, eksekusi umumnya dipahami sebagai pelaksanaan putusan pengadilan atau akta.
Dalam konteks ini, pelunasan kewajiban kreditor dilakukan dengan cara mengambil hasil
penjualan barang-barang tertentu milik debitur ® Artinya, jika konsumen (debitur) tidak memenuhi
kewajibannya atau lalai dalam memenuhi tanggung jawabnya (wanpresl:msesuai perjanjian
dengan tidak membayar utangnya pada waktunya, kreditur memiliki hak untuk melaksanakan
eksekusi terhadap benda yang dijadikan jaminan ficua atau yang biasa dikenal dengan parate
eksekusi. Sebagai solusi untuk menyelesaikannya “demi memperoleh pelunasan kredit yang
paling cepat dan ampuh, perusahaan pembiayaan (kreditur) terkadang menggunakan parate
eksekusi untuk menyelesaikan kredit yang macet, dimana pelaksanaan eksekusi tanpa melalui
bantuan pengadilan™.®

Dalam melakukan parate eksekusi tidak selalu berjalan baik, tidak semua debitur atau
pemberi fidusia yang cidera janji dapat menyerahkan objek jaminan secara sukarela. Kreditur
dalam melaksanakan eksekusi juga tidak selamanya melindungi hak-hak debitur dengan cara
melakukan penarikan paksa objek fidusia, melakukan penarikan dengan sewenang-wenang bahkan
melibatkan jasa debt collector yang dapat merugikan debitur. Dalam kondisi seperti ini, debitur
berada di posisi yang lemah dan dirugikan dibanding kreditur yang berada pada posisi yang lebih
kuat secara ekonomi dan mental karena didampingi oleh debt collector yang disewanya.”

Melakukan eksekusi objek jaminan fidusia secara sepihak dan memaksa tentunya
mengancam perlindungan hukum debitur. Hal ini terjadi pada Ny. Sitti Naima Amin, S H selaku
debitur dengan PT. BCA ance Cabang Kendari selaku kreditur dalam Putusan Nomor
54/Pdt/2020/PT.KDI yang melakukan penarikan objek fidusia secara paksa tanpa adanya
persetujuan dengan menggunakan pihak ketiga atau debt-collector yang merugikan debie Latar
belakang tersebut menjadi landasan Mahkamah Konstitusi mengabulkan uji materiil terhadap
Pasal 15 Ayat 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
18/PUU-XVII/2019. Hasil putusan tersebut menyatakan bahwa kreditur tidak dapat serta merta
melakukan eksekusi secara langsung tetapi harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
Apabila tidak mencapai kata sepakat, makan eksekusi harus dilakukan berdasarkan penetapan
pengadilan. Namun, hasil putusan ini tetap belum dapat mengakomodir perlindungan hukum
terhadap debitur secara penuh. Masih terdapat bank atau lembaga pembiayaan yang melakukan
eksekusi secara sepihak dan memaksa menciderai nilai perlindungan konsumen, hak
konstitusional debitur dan norma-norma hukum yang dijunjung tinggi pada Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

Beberapa penelitian sebelumnya telah dilakukan dan relevan dengan penelitian ini antara
lain, penelitian yang dilakukan oleh Robert dan Ashibly® (2021). Penelitian ini memfokuskan

% Witjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Perdata (Sumur Bandung, 1983).

& Rachmadi Usman, Pasal-Pasal Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah (Djambatan, 1999).

7 Syafrida Syafrida and Ralang Hartati, *Eksekusi Jaminan Fidusia Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
T8/ PuwXviv200%9°, Adil - Jumal Hedoam, T1T (2020).

& Robert Bouzen and Ashibly Ashibly, ‘Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Terhadap Debitur Yang Wanprestasi
Setelah Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu-Xvit/ 20019, Jurnal Gagasan Hukum, 302 (2021), pp. 13748,




pembahasannya mengenai implikasi hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-
XVIL2019 terhadap eksekusi objek jaminan fidusia. Penelitian ini juga fokus menyoroti proses
eksekusi yang melibatkan pemberitahuan kepada pengadilan seeh Putusan Mahkamah
Konstitusi. Penelitian ini fokus membahas dampak pasca-putusan. Aspek yang membedakan
riset sekarang dengan sebelumnya yakni pada riset sebelumnya tidak fokus membahas aspek
perlindungan hukum debitur dari parate eksekusi objek jaminan fidusia oleh kreditur baik
sebelum maupun setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi.

Penelitian sebelumnya juga telah dilakukan oleh Fikrotul® (2022). Penelitian ini fokus
membahas perlindungan hukum yang diberikan kepada kreditur dalam eksekusi jaminan fidusia
khususnya setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18ETU-XVII/2019. Penelitian ini juga
menyatakan dampak dari Putusan MK ineailu membatasi hak kreditur untuk dapat melakukan
eksekusi langsung oleh kreditur tanpa pengadilan. Aspek yang membedakan riset sekarang
dengan sebelumnya yakni riset sebelumnya hanya terbatas pada membahas perlindungan hukum
kreditur sedangkan riset sekarang fokus membahas perlindungan hukum bagi debitur.

Penelitian sebelumnya juga dilakukan oleh Desi'® (2023). Penelitian ini memfokuskan
pada perubahan klausula perjanjian wanprestasi dari sebelum dan setelah lahirnya Putusan
Mahkamah Konstitusi. Dimana klausula sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi dianggap lebih
memihak kreditur selaku penerima fidusia. Penelitian ini juga fokus menyoroti bagaimana
putusan ini rrawngamhi perubahan dalam klausula perjanjian fidusia, khususnya yang terkait
wanprestasi. Aspek yang membedakan riset sekarang dengan sebelumnya yakni pada riset
sebelumnya hanya terbatas membahas pada klausula wanprestasi, tidak membahas bagaimana
perlindungan hukum bagi debitur yang wanprestasi.

Terdapat persamaan dan pnedaan aspek yang menjadi pembahasan dengan riset
sebelumnya. Persamaannya adalah membahas eksekusi objek jaminan fidusia pasca Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Namun, perbedaannya adalah penelitian ini
tidak hanya membahas mengenai eksekusinya tetapi juga fokus pada perlindungan hukum bagi
debitur yang wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan yang dibebankan fidusia. Sehingga
pelaksanaanaael ini bertujuan untuk meneliti bagaimana kedudukan hukum objek jaminan
fidusia juga perlindungan hukum terhadap debitur wanprestasi dalam eksekusi jaminan fidusia
setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 serta mengevaluasi apakah
pelaksanaan eksekusi objek jamian fidusia pasca putusan telah memenuhi dan |melindungi hak-
haiebilur selaku pemberi fidusia.

2. METODE|

Penelitian ini mengimplementasikan metode yuridis normatif (hukum normatif).
Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang dilakukan dengan menelaah peraturan-
peraturan hukum yang ada melalui analisis yang sistematis dan teratur." Dalam penelitian ini,
peneliti membahas mengenai kedudukan hukum dan perlindungan hukum debitur wanprestasi

72
g!ls:rm'ul Jadidah, ‘Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia (Analisis
Putusan Mahkamah Konstitusi No 18/Puu-Xviv2019Y, fblam Law Review, 22 (2022), pp. 17-37.
1% Desi Marini, *Analisis Klausula Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiavaan (Fidusia) Sebelum dan Setelah Lahirnya
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: TR/PUU-XVIV2019", Journal Law of Deli Sumatera, 22 (2023).
" Muhammad Syahrum, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan
Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis (CV._ Dotplus Publisher, 2022).
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dalam perjanjian pembiayaan sebelum dan setelah adanya Eusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 18/PUU-XVII2019. Selanjutnya penelitian ini menggunakan pendekatan masalah
dena1 pendekatan perundang-undangan (statue approach) yang dilakukan dengan menelaah
dan menganalisis peraturan-peraturan hukum yang berlaku serta memahami isi dan substansi dari
araluran-peraluran tersebut. Fokus penelitian ini yakni mengkaji dan membahas mengenai
perlindungan hukum debitur wanprestasi terhadap parate eksekusi yang dilakukan oleh kreditur.
Pendekatan analisis yang diterapkan dalam penelitian ini dilakukan dengan menganalisis pada
bahan hukum peraturan perundang-undangan dan penerapannyadalam praktik terhadap putusan-
putusan hukum terkait.'”? Sumber hukum yang digunakan meliputi Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan
Fidusia, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor lS!Pla-XVIIIZOIQ. Selain itu, bahan
hukum sekunder lainnya seperti buku, artikel, jurnal, makalah, dan karya ilmiah lain yang relevan

Engan topik penelitian ini juga turut digunakan.

3. HASIL DAN|[PEMBAHASAN|

3.1 Kedudukan Hukum Objek Jaminan Fidusia Terhadap Debitur Wanprestasi Sebelum

Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

Sebelum diberlakukannya UU Jaminan Fidusia (UUJF), objek jaminan fidusia hanya
mencakup benda bergerak seperti barang persediaan, barang dagangan, piutang, mesin, dan
kendaraan bermotor. Namun, setelah UUJF mulai berlaku, cakupan objek jaminan fidusia
diperluas. Menurut UUJF, kini objek jaminan fidusia terbagi menjadi dua kategori:'® Benda
bergerak baik yang berujud maupun tidak berujud: dan benda tidak bergerak, khususnya
bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan.

Perjanjian dalam undang-undang telah ur pada Pasal 1313 KUHPerdata, yang
dirumuskan kembali oleh beberapa ahli menjadi sebagai berikut “sebuah perjanjian adalah suatu
persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan
sesuatu hal dalam lapangan hal dalam lapangan harta kekayaan™.'* Pasal 1320 KUHPerdata
menjelaskan tentang persyaratan sahnya perjanjian. Untuk perjanjian dianggap sah, empat hal
berikut harus dipenuhi: adanya kesepakatan yang mengikat para pihak, kecakapan untuk
mengikatkan diri dalam suatu perjanjian, adanya subjek yang spesifik dalam perjanjian dan
terdapat alasan yang sah untuk melakukan perjanjian tersebut.'®

Dalam sebuah perjanjian yang disepakati oleh para pihak menciptakan hubungan hukum
sehingga menimbulkan hman kewajiban diantara para pihak. Satu pihak memiliki kewajiban
melakukan suatu hal atau prestasi dan satu pihak lain berhak atas hal atau prestasi tersebut. Jika
pihak yang berkewajiban memenuhi prestasi tersebut lalai atau tidak melaksanakannya, maka
sesuai dengan perjanjian yang disepakati, keadaan ini disebut wanprestasi.

Perjanjian kredit atau pembiayaan konsumen adalah salah satu bentuk pendanaan yang
disediakan oleh bank atau lembaga pembiayaan dengan tujuan mendukung pembelian variasi

12 i Efendi, Johnny Ibrahim, Merode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris (Prenada Media, 2018).

3 Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Jaminan D Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan Dan Jaminearn
Perorangan (Liberty, 1980).

4 Abdul Kadir Muhamad, Hubum Perikatan (Citra Aditya Bakti, 1992).

15 pysal 1320 Kitab Undang -Undang Hukum Perdata




produk. Dalam hal ini, pembiayaan tidak diberikan dalam bentuk uwang tunai kepada nasabah,
tetapi berupa fasilitas kredit untuk memperoleh barang yang diinginkan langsung oleh konsumen
dalam hal ini nasabah.'® Dalam praktik fasilitas pembiayaan konsumen, tentunya lembaga
pembiayaan atau bank selaku kreditur harus membuat perjanjian bersama dengan debitur. Di
dalam perjanjian tersebut juga diatur mengenai barang yang dijaminkan untuk pemberian fasilitas
kredit ini, yang nantinya dibebankan fidusia dan dibebankan dengan perjanjian fidusia yang
dibuat dihadapan notaris. Jaminan memiliki peran krusial dalam pemberian kredit oleh lembaga
pembiayaan, baik bank maupun non-bank, yang mewajibkan adanya jaminan sebagai syarat
utama. Hal ini harus dipenuhi oleh pihak yang membutuhkan dana jika ingin memperoleh
pinjaman atau modal tambahan, baik untuk rentang waktu yang lama ataupun sebentar. Dalam
praktik fidusia yang sederhana, debitur atau pemilik aset mengajukan pembiayaan kepada
kreditur dan kedua belah pihak sepakat untuk membebankan jaminan fidusia pada aset milik
debitr."”

Dalam perjanjian pembiayaan, debitur selaku pemberi fidusia tetaplah subjek yang
berhak atas objek jaminan fidusia ata am arti lain objek jaminan tetap dalam penguasaan
debitur. Hal tersebut dijelaskan pada Pasal 1 angka 1 UU 42/1999 bahwa “Fidusia adalah
pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda
yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.”. Dalam
konteks jaminan fidusia, hak kepemilikan atas benda yang menjadi jaminan berpindah kepada
kreditur sebagai penerima jaminan fidusia. Hal ini berarti, bahwa hak hukum (titel) atas benda
tersebut berada di tangan krediur, namun penguasaan fisik benda tersebut tetap ada pada debitur
sebagai pihak yang memberikan jaminan, bukan sekadar pemegang hak agunan. Sebagai pemilik
hak, kreditur memiliki jaminan atsa benda tersebut, tetapi tidak sepenuhnya menjadi pemilik
benda dalam arti transaksi jual-beli.'® Dari sisi hukum jaminan, pihak yang berperan sebagai
pemilik jaminan memiliki hak-hak tertentu, termasuk hak untuk menjaminkan kembali benda
jaminan tersebut kepada ¥k lain.'

Dari sisi hukum, kedudukan hukum atau legal standing debitur dalam menguasai objek
jaminan fidusia didasarkan pada prinsip bahwa selama barang tersebut dijadikan agunan, hak
kepemilikan atas barang tetap berada pada debitur. Sementara itu, kreditur hanya memiliki hak
jaminan atas benda tersebut, bukan hak kepemilikan penuh atasnya.® Namun, jika dalam
pelaksanaannya debitur melakukan wanprestasi maka tetap mengikuti ketentuan undang-undang
yang berlaku. Berdasarkan KUH Perdalzaenenluan apakah seseorang melakukan wanprestasi
didasarkan pada ketentuan yang diatur dalam pasal 1238 KUH Perdata sebagai berikut “Si
berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah
dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang

18 Nasihin, Segala Hal Tentang Hukum Pembigyaan (Buku Pintar, 2012).

7 Fandy Ahmad, ‘ Keabsahan Kuasa Untuk Menandatangani Akta Oleh Lembaga Pembiayaan Jaminan Fidusia Suatu
Kajian Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015°, Jurnal lus Constituendum, 3.2 (2018), p. 147, doi: 102662 3/jic v3i2 1037,

18 Zulfikar, ‘Perlindungan Hukum Pemegang Jaminan Fidusia Atas Dirampasnya Objek Jaminan Dalam Perkara
Korupsi”, Jul Hukum fus Quis Tustum, 29 (2022), doizhttps://doiorg/10 20885/ instum vol29. iss 1 art3.

' Rachmadi Usman, *Makna Pengaliflslf Hak Kepemilikan Benda Objek Jaminan Fidusia Atas Dasar Kepercayamn’,
Jurnal Hukaem fus Quia Tustum, 28.1 (2021}, pp. 13962, doi: hitps://doi org/ 1020885 iustum vol28 iss 1 art7.

20 Dwi Tatak Subagivo, *Legal Standing Debitor Selama Menguasai Objek Jaminan Fidusia®, Law Review, 6.1 (2018),
pp- 1-7, doi:http:fidx doi org/T019166/Ar vIBI2Z 1130,




harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan™?' Maka dari itu untuk menjamin
paslian. dalam perjanjian pembiayaan harus memuat dan mengatur dengan jelas klausul
mengenai cidera janji atau wanprestasi yang disepakati oleh kedua belah pihak yaitu debitur
selaku pemberi fidusia dan kreditur selaku penerima fidusia. 1

Undang-Undang Jaminan Fidusia, khususnya Pasal 15, mengatur bahwa jika debitur atau
pemberi fidusia melakukan wanprestasi, objek fidusia dapat dieksekusi melalui beberapa cara.
Pertama, eksekusi dapat dilakukan berdasarkan titel eksekutorial sebagaimana diatur dalam Pasal
15 ayat (2) oleh penerima fidusia. Kedua, bena yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dijual
melalui lelang umum oleh penerima fidusia, dan hasil penjualannya digunakan untuk melunasi
utang. Ketiga, penjualan secara langsung (di bawah tangan) dapat dilakukan berdas n
kesepakatan antara pemberi dan penerima fidusia jika metode ini dinilai memberikan harga
tertinggi yang menguntungkan kedua belah pihak.2 Proses ini harus dilakukan berdasarkan
prinsip-prinsip yang diatur dalam perjanjian fidusia yang telah disepakati sebelumnya. Kreditur
juga wajib memberitahukan kepada debitur mengenai rencana eksekusi dan memberikan
kesempatan kepada debitur untuk melunasi utangnya sebelum eksekusi dilakukan. Selain itu,
eksekusi harus dilakukan dengan itikad baik dan tidak boleh merugikan pihak debitur yang
memiliki hak atas objek jaminan tersebut.

Debitur qelakg pemilik objek dan pemberi fidusia berhak untuk mendapatkan
perlindungan hukum. Perlindungan hukum bagi debitur dapat dilihat dari jaminan fidusia yang
didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia sesuai dengan amanat pada Pasal 13 ayat 2 UU
Jaminan Fidusia. Dengan didaftarkannya objek jaminan, maka asas publisitas yang menjadi salah
satu asas utama hukum jaminan suca terpenuhi. Pendaftaran jaminan fidusia merupakan suatu
bentuk upaya untuk mewujudkan kepastian hukum kepada para pihak.® Objek yang telah
didaftarkan menjadi objek kepunyaan debitur atau pemberi fidusia. Lebih lanjut,
perlindungan debitur juga dijelaskan pada Pasal 20 UU Jaminan Fidusia yaitu “Jaminan fidusia
tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut
berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia™.

Pada prakl@ya tidak semua lembaga pembiayaan dapat memahami dan mematuhi
prosedur eksekusi objek jaminan fidusia tersebut. Hal ini terjadi pada Aprilliani Dewi selaku
debitur dengan PT. Astra Sedaya Finance selaku kreditur yang tidak menggunakan itikad baik
dalam mengeksekusi jaminan fidusia. PT. Astra Sedaya Finance melakukan penarikan objek
dengan menggunakan pihak ketiga atau dengan kata lain debt-collector yang tidak dapat
menunjukan surat kuasa asli yang diberikan oleh PT. Astra Sedaya Finance. Selain itu, debt-
collector tersebut dalam penarikan objek jaminan juga melakukan tindakan diskriminatif seperti
memasuki pekarangan lamzin. menghina dan mengancam membunuh debitur. Dalam putusan
ini, Majelis memutuskan PT. Astra Sedaya Finance melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan
di hukum membayar denda. Namun, setelah dikeluarkannya putusan ini, PT. Astra Sedaya

21 R. Tjitrosudibio R. Subekti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijte Wetbok) (Jakara Balai Pustaka,
2016).

2 pysal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia

23 Ni Wayan Indah Junyanitha, I Nyoman Mudana, and Ida Ayu Sukihana, ‘Pendaftaran Fidusia Dalam Praktek
Pemberian Kredit Pada PT. Bank Perkreditan Rakvat Raga Javatama Di Batubulan Gianvar’, Jumal Kertha Semaya Fabkulas
Hubum Udeyana , 305 (2015).
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Finance mengabaikan dan menghiraukan qumsa.n dengan tetap melakukamnarik;m objek
fidusia secara paksa. Penarikan ini tetap dilakukan dengan berlandaskan bahwa anlan
Fidusia yang ada dianggap telah berkekuatan hukum tetap dengan mendasarkan pada ketentuan
Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia. Pasal 15 ayat (2) UUJF menjelaskan bahwa “Sertifikat
Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang
sama dengan putusan pengadilan yang telah memperol uatan hukum tetap”.

Dengan latar belakang tersebut, dapat dikatakan bahwa frasa “kekuatan eksekutorial” dan
frasa “sama dengan putusan pengadilan™ pada Pasal 15 ayat (2) UUJF dapat menyebabkan
ketidakpastian hukum, artinya frasa tersebut dapat dimaknai secara berbeda dan tidak sama.
Untuk memastikan penerapan hukum yang tegas, konsisten, dan stabil, pelaksanaannya harus
bebas dari pengaru Imlor-faklor yang bersifat subjektif 2* Frasa tersebut dapat dimaknai bahwa
ketentuan tersebut memberikan kekuasaan atau legitimasi yang lebih kepada kreditur selaku
penerima fidusia untuk dapat melakukan eksekusi objek jaminan debitur yang telah dianggap
cidera janji. Di samping itu, norma dalam UUJF tidak memberikan pengaturan yang jelas
mengenai kapan dan bagaimana cidera janji dianggap terjadi®® Hal ini juga memicu
ketidakpastian hukum kar@ artinya penentuan terjadinya cidera janji hanya berdasar pada
penilaian kreditur semata 2 Pemaknaan ini dapat memicu keseenang-wenanga.n kreditur selaku
penerima fidusia dalam menentukan keadaan cidera janji dan melakukan eksekusi objek fidusia
serta penerima fidusia dapat melakukan segala cara untuk menyita objek jaminan fidusia seperti
yang dilakukan oleh PT. Astra Sedaya Finance. Dengan ketentuan dan pemaknaan seperti ini,
debitur tidak mendapatkan perlindungan hukum dan kepastian hukum yang seimbang dan
lerjamir{.

3. 2 Perlindungan tl-lukum Debitur Wanprestasi Dalam Eksekusi Objek Jaminan Fidusia
Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidtm telah di atur
apabila debitur melakukan cidera janji, maka kreditur sebagai penerima fidusia dapat melakukan
eksekusi langsung (parate eksekusi) terhadap objek jaminan fidusia tanpa berdasarkan putusan
pengadilan. Parate eksekusi ini dapat dilakukan dengan langsung mengeksekusi jaminan dengan
pelelangan umum dan memberikan keleluasaan pada kreditur selaku penerima fidusia untuk
mengambil pelunasan dari penjualan Cek jaminan.® Dalam parate eksekusi, debitur wajib
menyerahkan objek jaminan. Apabila debitur menolak menyerahkan, maka kreditur berhak
mengambil jaminan tersebut dan diperbolehkan menggunakan bantuan pihak ketiga >

Parate eksekusi dilakukan berdasar pada frasa title eksekutorial (kekuatan eksekutorial)
yang merupakan hak eksklusif bagi kreditur sehingga kreditur dapat menyatakan debitur telah

12

24 !ony Prayogo, ‘Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011
Tentang Hak Uji Materiil Dan Dal aturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam
Pengujian Undang-Undang’, Jurna%asﬁ Indonesia, 132 (2016), pp. 191-201.

25 Pum Eka Trisna Dewi, ‘Eksekusi Jaminan Fidusia: Analisis Konflik Norma Dalam UU Nomor 42 Tahun 1 n
Putusan Ma ah Konstitusi No. 18/PUU-XVIL2019°, Invention : Journal of Intellectual Property Law, 1.1 (2024), pp. 60-72,
doihttps:// 2/ 10,703 58 /invention v1i1 1248,

25 Bigit Nurhadi Nugraha, Nurlaili Rahmawati, ‘Cidera Janji (Wanprestasi) Dalam Perjanjian Fidusia Berdasarkan Pasal
15 Ayat (3) UU Nomor 42 Tahun 1994 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVIL201% Dan Potusan Mahkamah
Konstitusi Nomor: 2/PUU-XIX/2021°, 2021.

27 Farid Hardiansyah, ‘Pelaksanaan Parate Eksekusi Dalam Jaminan Fidusia Dilndonesia’, Jumal fmu Sosial, 01 (2022).

28 Ninis Nugraheni, Hak Jaminan Atas Resi Gudang (patt Media Pustaka, 2021).
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giera janji dan kreditur dapat langsung melakukan parate eksekusi terhadap objek jaminan
fidusia. Adapun wujud dari title eksekutorial dijelaskan pada Pasal 15 Ayat 2 Undang-Undang
tentang Jaminan Fidusia yaitu pemberian irah-irah ‘Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan
Yang Maha Esa” pada sertifikat jaminan yang mempunyai kekuatan eksekutorial dan disamakan
dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Bahwa dengan
berlaku sal tersebut, nyatanya dapat merugikan hak konstitusional debitur selaku pemberi
fidusia. Kekuasaan yang berlebihan dan tanpa kontrol mekanisme hukum yang sewajarnya,
dengan menyetarakan kedudukan Sertifikat Jaminan Fidusia dengan putusan pengadilan
berkekuatan hukum tetap, telah mengakibatkan tindakan sewenang-wenang kreditur selaku
penerima fidusia untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia, bahkan dengan
menghalalkan segala macam cara serta tanpa melalui prosedur hukum yang benar *

Berkenaan dengan permasalahan konstitusionalitas Pasal 15 ayat (2) UU No. 42 Tahun
1999, menjadi latar belakang Mahkamah Konstitusi mengabulkan uji materiil terhadap pasal
tersebut melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVIL2019 yang memberikan
implikasi signifikan. Pasal 15 ayat (2) menjelaskan "titel eksekutorial" terhadap sertifikat fidusia
serta "menyamakan dengan puuBn pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap™.
Makna dari ketentuan ini adalah bahwa sertifikat fidusia memiliki kekuatan eksekusi lana perlu
didahului oleh putusan pengadilan. Sertifikat tersebut diperlakukan sama seperti putusan
pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, memungkinkan eksekusi dilalkan langsung
oleh kreditur.® Artinya, norma dalam Pasal 15 ayat (2) UU No. 42 Tahun 1999 memberikan hak
yang sangat kuat dan eksklusif kepada penerima fidusia, dalam hal ini kreditur. Sertifikat fidusia
tersebut dapat segera diek sekusi kapanpun saat pemberi fidusia atau debitur dianggap melakukan
wanprestasi.

Mengenai permasalahan tersebut, Mahkamah Konstitusi juga berperapal pada
pertimbangan hukum (vide Putusan MK No 18/PUU-XVII/2019, hal 117-118): “Hal tersebut
menunjukkan, di satu sisi, adanya hak yang bersifat eksklusif yang diberikan kepada kreditur dan
di sisi lain, telah terjadi pengabaian hak debitur yang seharusnya juga mendapat perlindungan
hukum yang sama, yaitu hak untuk mengajukan/mendapat kesempatan pembelaan diri atas
adanya dugaan telah cidera janji (wanprestasi) dan kesempatan mendapatkan hasil penjualan
objek jaminan fidusia dengan harga yang wajar.” Dengan kata lain, dalam hal ini, penilaian
perihal telah terjadinya “cidera janji” secara sepihak dan eksklusif ditentukan oleh kreditur
(penerima fidusia) tanpa memberikan kesempatan kepada debitur (pemberi fidusia) untuk
melakukan sanggahan dan atau pembel i

Namun, setelah dikeluarkannya san Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-
XVIL2019 terjadi perubahan yang menyatakan bahwa: Terkait Pasal 15 ayat (2) UU Fidusia:
Frasa “kekuatan eksekutorial” dan “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum
tetap” tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat jika tidak ditafsirkan bahwa “apabila

23 Joni Alizon, ‘Rekonstruksi Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
I8/PUU-XVIL201Y°, Eksekusi: Joumal of Law, 21 (2020, pp. 58-82, doihttp://dx doiorg /10240 14/je v 2il 4741,

0 ok ha, Ganis Vitavanty, Ekselkusi Jaminan Fidusia Akibat Debitur Wanprestasi (Damera Press, 2024).

3 Syadzwina Hindun Mabila, ‘Kekuatan Eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi
Nol B/PUU-XVIL 2019 Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 2/PUU-XIX/2021°, Partimura Le gal Journal |1 3 (2022),
pp- 240-47. doichitps://doi org/1 047268 /pela v1i3 7513,
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dalam ﬁ.minan fidusia tidak ada kesepakatan mengenai wanprestasi dan debitur menolak
menyerahkan objek jaminan fidusia secara sukarela, maka seluruh mekanisme dan prosedur
hukum yang berlaku dalam eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus sama dengan pelaksanaan
eksekusi putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Kekuatan ek sekutorial
dalam Sertifikat Jaminan Fidusia memiliki arti bahwa pelaksanaan eksekusi langsung dapat
dilakukan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikanmra pihak untuk
melaksanakan putusan tersebut 32 Selain itu, terdapat perubahan juga terkait Pasal 15 ayat (3) UU
Fidusia: Frasa "cidera janji" tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat jika tidak ditafsirkan
bahwa "terjadinya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur, melainkan
berdasarkan kesepakatan antara kreditur dan debitur atau melalui proses hukum yang
memutuskan adanya wanprestas" 3

]Bam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII2019, Majelis menegaskan
bahwa kewenangan ek sklusif yang dimiliki oleh penerima hak fidusia (kreditur) tetap ada selama
tidak ada masalah terkait kepastian waktu mengenai kapan pemberi hak fidusia (debitur) telah
melakukan wanprestasi (cidera janji) dan ketika debitur dengan sukarela menyerahkan benda
yang menjadi objek perjanjian fidusia kepada kreditur untuk dijual sendiri. Hal ini menunjukkan
bahwa jika pemberi hak fidusia (debitur) mengakui adanya wanprestasi dan menyerahkan objek
perjanjian secara sukarela, maka sepenuhnya menjadi hak penerima fidusia (kreditur) untuk
melakukan eksekusi secara mandiri (parate eksekusi)3*

Namun, jika situasinya berbeda, di mana pemberi hak fidusia (debitur) tidak mengakui
adanya wanprestasi dan menolak untuk menyerahkan objek perjanjian secara sukarela, maka
penerima hak fidusia dengan kata lain kreditur tidak @gierbolehkan untuk melakukan eksekusi
secara mandiri (parate eksekusi). Dalam hal ini, kreditur harus mengajukan permohonan
pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan negeri. Sertifikat jaminan fidusia akan kehilangan
kekuatan eksekutorialnya, sama seperti putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap,
jika tidak memenuhi syarat adanya kesepakatan terkait wanprestasi. Selain itu, nasabah sebagai
debitur harus menyerahkan objek jaminan secara sukarela: jika penyerahan tidak dilakukan
secara sukarela, kreditur tidak boleh melakukan pemaksaan sepihak untuk mengambil atau
mengeksekusi objek jaminan fidusia® Dengan seperti ini tentunya memberikan perlindungan
hukum kepada debitur karena kreditur licn lagi berhak mengeksekusi atas kekuasaannya sendiri
dan tidak bertindak sewenang-wenang. Perlindungan hukum ini semata-mata agar membatasi
adanya tindakan sewenang-wenang dari penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum ¥

Bahwa dalam Putusan MK Nomor [8/PUU-XVII2019, Mahkamah telah jelas
menguraikan mengenai prosedur penyerahan objek fidusia. Mahkamah juga mempertegas

32 Badriyah Harun, Peryelesaian Sengheta Kredit Bermasalah: Solusi Hukum (Legal and Action) Dan Altematif
Penyelesaian Segala Jenis Kredit Bermasalah (Pustaka Yustitia, 200100,

* Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor IH/PUU-XVIL2019, hal. 122

3 Hari Nugroho, Sari Putri, *Sistem Suatu Parate Dalam Eksekusi Jaminan Fidusia®, Comprehensive Law Journal, 1.1
(2023), pp. 1-9.

* Brigita Cindy Meiliana, Arief Suryono, ‘Implikasi Dan Mekanisme Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan
Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVIL2019 Dalam Hal Debitur Wanprestasi®, Jurnal Privat Law, 112, pp. 30513,

36 I:'a:urya Prasetyo. ‘Ilmplikasi Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 18/PUU-XVII2019 Terhadap Pelaksanaan
Eksekusi Lem| Jaminan®, Refleksi Hukoom: Jurnad fmo Hubom, 5.1 (20200, pp. 43-62.
37§ Rahardjo, flmu Hukum (Citra Aditya Bakti, 1991).




melalui Putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021 bahwa, apabila debitur masih menolak atas parate
eksekusi oleh kreditur dan tidak mencapai kesepakatan wanprestasi, maka bank atau lembaga
pembiayaan dapat mengajukan permohonan penetapan eksekusi ke Pengadilan Negeri. Oleh
karena itu, kreditur tidak dapat melakukan eksekusi semena-mena atau penarikan secara sepihak
artinya ketentuan ini dapat lebih menjamin perlindungan hukum debitur. Sehingga, putusan
tersebut tidak hanya mengacu pada Penjelasan Pasal 15 ayat (2) secara terpisah, tetapi juga
berkaitan erat dengan ketentuan-ketentuan lain dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 yang
mengatur tentang tata cara pelaksanaan eksekusi. Pasal-pasal lain dalam undang-undang ini,
termasuk Pasal 30 beserta penjelasannya, harus diselaraskan dan mengikuti keputusan tersebut
agar proses eksekusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara keseluruhan. Sehingga,
keputusan tersebut memiliki dampak yang lebih luas dan harus dipahami dalam konteks
keseluruhan undang-undang, bukan hanya satu pasal.

Namun pada praktiknya, meskipun Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 telah hadir,
nyatanya masih terdapat lembaga pembiayaan yang menghiraukan hasil putusan tersebut. Hal ini
terjadi pada Ny. Siti Khodijah selaku debitur dengan PT. Toyota Astra Finance Service (PT.TAF)
selaku kreditur dalam Putusan Nomor 139/Pdt/2021/PT.BTN yang melakukan penarikan objek
fidusia secara paksa dan sepihak. Dalam eksekusinya, PT TAF sebelumnya sama sekali tidak
memberikan surat teguran kepada debitur bahwa debituf¥llah lalai dan terlambat dalam
membayar angsuran. Namun, PT. TAF melakukan eksekusi secara paksa dengan menggunakan
jasa debt-collector yang mengancam dan melakukan diskriminasi kepada debitur. Hal ini
tentunya menciderai hasil Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVIF2019. Dimana
seharusnya dalam melakukan eksekusi jaminan fidusia harus melindungi hak debitur dan
didasarkan dengan kesepakatan mengenai cidera janji serta kerelaan debitur dalam menyerahkan
objek fidusia. Jika tidak didasarkan dengan kedua hal tersebut, maka harus mengajukan
permohonan eksekusi ke pengadilan negeri.

Oleh karena ilu|. kondisi tersebut menggambarkan bahwa pemahaman lembaga
pembiayaan selaku pemberi fasilitas kredit terhadap perubahan ketentuan hukum masih belum
baik dan efektif. Kurangnya pemahaman perubahan ketentuan hukum ini mengakibatkan
ketidak selarasan dan ketidaksesuaian dalam implementasinya. Selain itu, dampak dari adanya
Putusan Mahkamah Konstitusi ini ialah diperlukan harmonisasi terhadap ketentuan yang
mengatur mengenai eksekusi dan titel eksekutorial yaitu pada Undang-Undang jaminan Fidusia
serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Oleh karena itu, putusan ]Mahkamah
Konstitusi Nomofli8/PUU-XVIL2019 berperan penting dalam mengkaji ulang dan mengoreksi
Undang-Undang inan Fidusia. Mahkamah Konstitusi telah menegaskan bahwa eksekusi
jaminan fidusia harus melalui proses pengadilan jika debitur tidak secara sukarela menyerahkan
objek fidusia. Proses ini dapat memastikan bahwa adanya pengawasan dari pihak ketiga yang
netral dalam hal ini pengadilan, yang dapat menilai apakah tindakan eksekusi tersebut sudah
sesuai dengan peraturan yang berlaku dan menjamin perlindungan hukum bagi kedua belah pihak
terutama pihak debitur. Ketentuan ini memberikan kesempatan bagi debitur untuk mengajukan
beralan dan menjamin debitur untuk mendapatkan perlindungan hukum yang layak dan adil.
Dengan demikian, hak konstitusional pemberi fidusia yakni debitur dan penerima hak fidusia




yaitu kreditur terlindungi secara imbang, keseimbangan antara hak kreditur dan debitur dapat
lebih terjaga dan tindakan eksekusi dapat dilakukan dengan lebih adil han transparan.

4.[PENUTUP|

Perlindungan hukum debitur sebelum lahirmya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
18/PUU-XVIL2019 ialah dengan didaftarkannya jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran
Fidusia sebagai bentuk pemenuhan asas publisitas yang memberikan jaminan kepastian hukum.
Namun, pada proses eksekusi jaminan debitur wajib menyerahkan barang jaminan. Jika debitur
menolak untuk menyerahkannya, kreditur berhak untuk mengambilnya dan dapat meminta
bantuan pihak ketiga, untuk melaksanakan pengambilan tersebut. Namun, setelah
dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor ISIPUU-XVIUEQ terjadi perubahan
yang menguraikan mengenai prosedur penyerahan objek fidusia. Mahkamah Konstitusi
menegaskan bahwa eksekusi jaminan fidusia harus melalui proses pengadilan jika debitur tidak
secara sukarela menyerahkan objek fidusia. Proses ini memastikan bahwa ada pengawasan dari
pihak ketiga yang netral (pengadilan). Oleh karena itu, kreditur tidak dapat melakukan eksekusi
semena-mena atau penarikan secara sepihak artinya ketentuan ini dapat lebih menjamin
perlindungan hukum debitur. Untuk tetap dapat memberikan perlindungan hukum bagi para
pihak khususnya debitur, hendaknya pemerintah segemelakukan penataan pada Undang-
Undang Jaminan Fidusia yang menyesuaikan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
18/PUU-XVIL/2019 tentang tata cara eksekusi objek jaminan fidusia demi terjaminnya kepastian
hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak terutama debitur. Lembaga Pembiayaan atau
Bank dalam membuat perjanjian harus menyusun perjanjian pembiayaan dengan klausul yang
jelas mengenai sebab-akibat wanprestasi dan prosedur eksekusi jaminan fidusia. Perjanjian ini
harus memuat hak dan kewajiban kedua belah pihak serta mekanisme penyelesaian sengketa
secara rinici. Sedangkan berdasarkan Putusan MK, maka perusahaan pembiayaan perlu segera
membuat perubahan (addendum) atau tambahan pada perjanjian pembiayaan yang sudah
disetujui sebelum keputusan MK ini lahir. Perubahan tersebut harus mencakup pencantuman
klausul wanprestasi dengan lebih rinci.
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